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ABSTRACT 

The purpose of the research in this journal is to determine the certainty of land ownership rights 
on land transfers made by PPAT (Land Deed Making Officials) without the presence of both 
parties and analysis of sanctions against PPAT (Land Deed Making Officials) in land transfers 
made by PPAT without the presence of both parties in terms of Decision number 
53/Pid.B/2017/PN.End. The research method used includes the type of normative legal 
research, namely research that is guided by the laws and regulations in Indonesia. This research 
can also be called as library research. With the results of the research Based on Decision 
Number 53/Pid.B/2017/PN.End, the Legal Certainty of Land Ownership Rights from the Grant 
Deed Made by PPAT Based on Document Forgery, in the form of invalidity of the grant deed or 
it can be said to be a fake deed so that the right holder If the land is still not transferred, then the 
rights of the previous land holder will not be lost. In this case, PPAT cannot be held criminally 
responsible for making a party deed (partijn akten) which is based on false information, and 
cannot fulfill the formulation of the element of the crime of forgery. 
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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian dalam jurnal ini untuk mengetahui kepastian hak kepemilikan tanah atas 
peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanpa kehadiran kedua 
belah pihak serta analisis sanksi terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam peralihan 
tanah yang dibuat oleh PPAT tanpa kehadiran kedua belah pihak ditinjau dari Putusan nomor 
53/Pid.B/2017/PN.End. Metode Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum 
normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan di Indonesia. Penelitian 
yang dilaksanakan ini bisa juga dibilang sebagai penelitian kepustakaan. Dengan hasil 
penelitian Berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End maka Kepastian Hukum Atas 
Hak Kepemilikan Tanah Dari Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Berdasarkan Pemalsuan 
Dokumen, berupa tidak sahnya akta hibah tersebut atau dapat dikatakan akta palsu sehingga 
pemegang hak atas tanah tersebut tetap tidak beralih, maka hak pemegang tanah sebelumnya 
tidak jadi hilang. Dalam perkara ini, PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
terkait dengan pembuatan akta pihak (partijn akten) yang didasarkan pada keterangan palsu, 
dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan. 

 
Kata Kunci : Akta Hibah, Notaris, Pemalsuan Dokumen 

 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum agar memperoleh kepastian hukum, 
sehingga semua tingkah laku manusia di batasi agar tidak merugikan manusia lain 
atau sebagai batas agar tidak melanggar hak orang lain. Hibah merupakan hadiah 
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tanpa syarat atau jenis hadiah kepada seseorang. Pemberian hadiah dilaksanakan 
sebagai fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah 
ada yang dapat diselesaikan melalui hibah, tetapi kenyataannya hibah bukan 
merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah. Masalah 
hukum muncul atas penghargaan cacat hukum karena gagasan penghargaan sebagai 
pemahaman yang perjanjian sepihak. 

Hibah yang cacat menurut hukum dengan alasan telah menyalahgunakan 
pengaturan dan peraturan perundang-undangan, maka akibat dan akibatnya putusan 
tersebut harus tidak sah dan batal sepanjang dapat dibuktikan dengan sangat baik 
telah mengabaikan hukum dan ketertiban. Timbulnya sengketa dalam hibah dapat 
terjadi dengan apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan 
misalnya pihak yang merasa bahwa orang tersebut memiliki objek hibah atau pihak 
yang akan mewarisi benda hibah. 

Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang 
untuk membuat akta itu, hal ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 
1682 KUH Perdata. Karena penyerahan tanah, akta penyerahan dibuat sebelumnya 
atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas PPAT adalah menyelesaikan 
beberapa pelaksanaan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti kegiatan 
tertentu yang sah menurut hukum sehubungan dengan hak-hak atas tanah. Kehadiran 
jabatan PPAT secara hukum diperlukan yang bertujuan membantu dan melayani 
daerah yang membutuhkan bukti-bukti sah yang berkaitan dengan tanah dalam hal 
keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.1 

Akta hibah merupakan surat tanda bukti memuat klausula atau aturan-aturan 
yang berkaitan dengan penyerahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, 
dimana pemberi hibah menyerahkan hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan 
rumah susun, secara cuma-cuma serta tidak dapat ditarik Kembali. Subjek dalam akta 
hibah, yaitu: 

a. Pemberi hibah 
b. Penerima Hibah 

Pengisian akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilengkapi sesuai 
dengan kejadian, status dan informasi yang tepat serta didukung dengan dokumen 
sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Pengaturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Pengaturan Kedudukan Pembuat Akta Tanah. (Perka BPN 1/206) yang membaca: 
Akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan kejadian, 
status dan keterangan yang benar serta dijunjung tinggi dengan catatan menurut 
peraturan perundang-undangan". 

Pengarahan dan pengawasan sebagaimana kewenangan ketertiban dan 
ketentraman melalui persetujuan monumental pada PPAT diatur dalam Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Permen 
ATR/BPN 2/2018), yang menggantikan pengaturan sanksi bagi PPAT dalam perka 
BPN 1/2006. Jenis pelanggaran dan persetujuan yang tercantum dalam Lampiran II 
Permen ATR/BPN 2/2018 menjelaskan bahwa PPAT yang memberikan data yang 

                                                             
1 Anisitus fAmanat. fMembagi fWarisan fBerdasarkan fPasal-Pasal fHukum fPerdata fBW 

(Jakarta, fRaja fGrafindo fPersada, f2001), 70. 
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salah dalam akta yang membawa sengketa konflik pertanahan dapat diberhentikan 
dengan tidak hormat.2 

Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End dalam putusan ini terdapat 
pembuatan akta hibah dengan tujuan balik nama namun tanpa melibatkan Sarjana 
Husen pemilik yang sah. Pasa tahun 2014 sertifikat tersebut telah dibalik nama atas 
nama terdakwa Junaidin Haji Husen dengan cara membuat Akta Hibah yang diduga 
palsu. Dalam uraian tersebut terlihat salah satu syarat untuk pembuatan akta hibah 
oleh PPAT yaitu harus adanya kedua belah pihak di hadapan PPAT. Apabila salah 
satu pihak tidak hadir tanpa suatu alasan yang di benarkan oleh hukum, maka akta 
hibah tersebut tidak sah.  

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana kepastian hak kepemilikan tanah atas peralihan tanah yang 
dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanpa kehadiran kedua 
belah pihak? 

2. Bagaimana Analisis sanksi terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 
dalam peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT tanpa kehadiran kedua belah 
pihak ditinjau dari Putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.End? 
 

1.3 Tujuan Penulisan 
Berdasarkan latar belakang, Penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 
1. Untuk mengetahui kepastian hak kepemilikan tanah atas peralihan tanah 

yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanpa kehadiran 
kedua belah pihak 

2. Untuk mengetahui analisis sanksi terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta 
Tanah) dalam peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT tanpa kehadiran 
kedua belah pihak ditinjau dari Putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.End 
 

2 Metode Penelitian  
Penelitian mengenai Kepastian Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah Dari 

Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Berdasarkan Pemalsuan Dokumen termasuk jenis 
penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan 
perundangan di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan ini bisa juga dibilang sebagai 
penelitian kepustakaan. Pada penelitian yang dilakukan ini bahan hukum yang 
dipakai ialah penghimpunan atas suatu studi kepustakaan. Kemudian dilakukan 
analisis secara mendalam supaya bisa menjawab sejumlah rumusan masalah yang 
diambil pada penelitiannya ini. Proses analisis dalam penelitian ini memakai suatu 
deskriptif analisis yang dijadikan objeknya pada penelitiannya ini supaya jelas kondisi 
juga keadaannya. Analisis ini juga termasuk satu dari sekian upaya guna memecahkan 
permasalahan yang ditemui, juga menentukan hubungannya diantara masalah yang 
sudah ditemui supaya mengerti cara menyelesaikannya. 

 
 

                                                             
2 Salim fHS. fPeraturan fJabatan fdan fKode fEtik fPejabat fPembuat fAkta fTanah f(PPAT) 

f(Depok, fRajawali fPers, f2020), 93. 
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3 Hasil dan Pembahasan 
3.1 Kepastian Hak Kepemilikan Tanah Atas Peralihan Tanah Yang Dibuat Oleh 

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Tanpa Kehadiran Kedua Belah Pihak  
Perpindahan hak atau move of freedoms adalah memindahkan hak atas tanah 

kepada pihak lain (right beneficiary). Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena 
adanya warisan tanpa wasiat dan kegiatan hukum, khususnya pemindahan hak. 
Perpindahan hak atas tanah adalah pertukaran atau pemindahan hak milik atas 
sebidang tanah atau sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari kepada pemilik 
baru karena sesuatu atau kegiatan tertentu yang sah menurut hukum. Perbuatan 
hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak 
lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subjek hukumnya memenuhi syarat sebagai 
pemegang hak atas tanah).3  

Salah satu ilustrasi pertukaran hak atas tanah adalah Hibah. Penghargaan 
adalah demonstrasi sah dari pemindahan hak kepemilikan yang dengan sengaja 
dipindahkan ke pihak lain. Pertukaran hak istimewa selesai selama pemegang hak 
masih hidup. Pertukaran objek hak milik atas tanah melalui suatu penghargaan. 
Sangat penting bahwa harus ada harus terdapat peristiwa hukum untuk sebagai dasar 
peralihan tanah secara hibah yang dapat menunjukkan bahwa pertukaran telah terjadi 
dan telah sah menurut hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 
penghibahan, yang didaftarkan dengan akta dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah.4 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memainkan peran penting dalam 
pendaftaran tanah. Pelaksanaan pembuatan akta oleh PPAT harus mengikuti 
pengaturan terkait sebagaimana ditentukan dalam pedoman pendaftaran darat. Salah 
satu pengaturan dalam pedoman tersebut adalah bahwa pembuatan akta oleh PPAT 
harus dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan yang melakukan demonstrasi yang 
sah yang dirujuk atau perantaranya dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang kemudian diperiksa. dikeluarkan oleh PPAT dan diungkapkan 
kepada pertemuan-pertemuan dan saksi-saksi. saksi-saksi yang kemudian disahkan 
secara serentak oleh majelis, saksi dan PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai PMA Nomor 3 1997).5 

Prosedur dalam pembuatan akta ini juga merupakan komitmen PPAT/Notaris 
untuk ditempati akta yang dibuatnya. Hal ini diatur baik dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) maupun Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP 
Nomor 37 tahun 1997).) Salah satunya tentang membaca dan menandai akta oleh 

                                                             
3 Boedi fHarsono. fHukum fAgraria fIndonesia, fSejarah fPembentukan fUndang-Undang 

fPokok fAgraria, fIsi fDan fPelaksanaannya, fJilid fI, fEdisi fRevisi, fCetakan fKesebelas (Jakarta,  

Djambatan, f2007), 333. 
4Andi fDini fTenri fLiu, fF.X fArsin fLukman, fWidodo fSuryandono, fAnalisis 

fTerhadap fAkta fJual fBeli fTanah fYang fTidak fDibacakan fDan fPenandatanganan fPara fPihak fTidak 
fDihadiri fOleh fSaksi f(Studi fPutusan fPengadilan fNegeri fKaranganyar fNomor f16 
f/Pdt.G/2015/PN.Krg), fIndonesia fNotary fJournal fUniversitas fIndonesia, fVol f1, fNo f001, 
f(2019), 68.  

5 Eka fSihombing. Irene. fSegi-segi fHukum fTanah fNasional fdalam fPengadaan. fTanah 

funtuk fPembangunan (Jakarta, fUniversitas fTrisakti, f2005), 56. 
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Notaris/PPAT Pasal 16 ayat (1) huruf m yang membaca sebagai berikut: dua) orang 
saksi, atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk keperluan sidang surat wasiat, dan 
disahkan secara serentak oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. 

Mengingat pengaturan-pengaturan tersebut, sangat mungkin terlihat bahwa 
Akta PPAT harus diteliti/diungkapkan substansinya kepada para pihak dengan 
disaksikan oleh 2 (dua) orang pengamat sebelum segera ditandai oleh para pihak, 
saksi-saksi dan PPAT. Apalagi suatu akta tidak dapat diselesaikan dalam beberapa 
hari sebagaimana terlihat dalam pengaturan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UUJNP dan Pasal 
22 PP Nomor 37 Tahun 1998, bahwa setelah membaca akta itu harus disahkan oleh 
rapat-rapat, saksi-saksi. dan PPAT. Akta PPAT adalah bukti yang menjamin kebenaran 
pertukaran di darat, baik tanggal maupun subjek yang sah. Selanjutnya Akta PPAT 
sebagai alat bukti diperlukan undang-undang dan pedoman mengenai suatu 
pertukaran yang menggambarkan suatu pengaturan antara para pihak yang 
mengadakan perjanjian tersebut.6 

Penjelasan mengenai syarat-syarat pembuatan akta hibah yang dibuat oleh 
PPAT di atas, menjelaskan bahwa akta hibah harus dibacakan dihadapan kedua belah 
pihak dan minimal 2 saksi. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 22 PP Nomor 37 
Tahun 1998 menjelaskan bahwa akta hibah harus di tandatangani oleh para pihak, 
saksi dan PPAT segera setelah dibacakan atau dijelaskan oleh PPAT dihadapan para 
pihak dan saksi. Dengan demikian tidak ada penandatanganan akta tersebut di luar 
tanggal pada waktu dibacakan atau dijelaskan akta hibah tersebut. Dengan adanya 
peraturan tersebut memiliki arti implisit harus adanya kehadiran para subjek yang 
menandatangani akta hibah tersebut. Apabila pemegang hak katas tanah sebelumnya 
tidak hadir maka akta tersebut dapat dikatakan tidak sah. Berupa tidak sahnya akta 
hibah tersebut atau dapat dikatakan akta palsu batal demi hukum, maka segala 
perbuatan hukum dianggap tidak pernah terjadi sehingga pemegang hak atas tanah 
tersebut tetap tidak beralih dari pemilik sebenarnya.7 

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan 
Akta autentik oleh Notaris. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika 
kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, 
bahkan bisa saja Notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum 
yang jelas terkait dengan Aktanya. Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum 
dalam membuat Aktanya secara elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu 
ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan Aktanya. Ukuran ini 
disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena 
dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan 
pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan.8  

 
 

                                                             
6 Irawan fSoerodjo. fKepastian fHukum fPendaftaran fHak fAtas fTanah fdi fIndonesia 

f(Surabaya, fArkola fSurabaya, f2003), 230. 
7 Tian Terinaa, Rendy Renaldy. “Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan.”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, (2019), 49. 
8 fChastra, Denny fFernaldi. “Kepastian fHukum fCyber fNotary fDalam fKaidah 

fPembuatan fAkta fAutentik fOleh fNotaris fBerdasarkan fUndang-Undang fJabatan fNotaris.” 
JurnalfIndonesian fNotary, Vol. f3 fNo. f2 f(2021), 249. 
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3.1 Analisis sanksi terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam peralihan 
tanah yang dibuat oleh PPAT tanpa kehadiran kedua belah pihak ditinjau dari 
Putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.End. 

Notaris/PPAT berperan penting dalam upaya pengakuan kepastian hukum di 
Indonesia, kepastian hukum, serta jaminan hukum bagi setiap penduduk yang bersifat 
preventif. Khususnya dengan gagasan antisipasi melalui adanya suatu akta yang 
nyata, dimana akta tersebut dapat digunakan fsebagai falat fbukti fdi fpengadilan 
fapabila fdikemudian fhari fterjadi fpersengketaan.9  

Korelasi fyang fterjadi fantara fteori fpertanggungjawaban fdengan fmasalah 
fyang fdijabarkan fpenelitian fini fadalah, fpotensi fPPAT funtuk fmelakukan 
fkesalahan fdalam fmenjalankan ftugasnya fyang fdalam fhal fini fadalah fpembuatan 
fakta fautentik. fKesalahan fyang fdilakukan foleh fPPAT fini fbisa fmemunculkan 
fkonsekuensi fhukum fbagi fpihak fyang fterlibat fdalam fakta ftersebut, fsehingga 
fPPAT fyang fmelakukan fkesalahan ftersebut fbisa fdimintai fpertanggungjawaban. 
fDengan fdemikian fteori fini fdipakai fdalam fmelakukan fanalisa fterkait fdengan 
fbeberapa fhal fyang fbisa fdibebankan fpada fPPAT fatas fkesalahan fyang ftelah 
fdilakukannya ftersebut, fsehingga fpihak f– fpihak fyang fmerasa fdirugikan fatas 
ftindakan fPPAT ftersebut fmerasa fpuas.10 

Tuntutan ftugas fPPAT funtuk fmemberikan fkepastian fhukum fdan 
fkepastian fhukum funtuk fmasyarakat fyang fbersifat fpreventif fdimana fPPAT 
fharus fmempunyai fpilihan funtuk fmenjauhkan fdari fterjadinya fsuatu 
fproblematika fhukum,, fdengan fmembawa fsuatu fakta fyang fbenar fyang fdibuat 
fdihadapan fdia fdengan fstatus fyang fsah, fkomitmen fdan fhak fistimewa fdari 
findividu fdalam fhukum fyang fberfungsi funtuk fbukti fyang fsangat fsempurna 
fmenurut fpengadilan fapabila fterjadi fsengketa fatas fkewajiban fdan fhaknya. 

Ketika fakan fmenerbitkan fsuatu fakta fmaka fwajib funtuk fmenghadirkan 
fkembali fsemua fpihak fmelaui fpembuatan fakta fberita facara fpembetulan fterkait 
fdengan fbeberapa fhal fapa fsaja fyang fakan fdilakukan fperubahan fhingga 
fkemudian fdilakukan ftanda ftangan fsemua fpihak fterkait. fApabila fpihak f– fpihak 
fyang fterkait fsusah funtuk fdihubungi fmaka fdiwajibkan ftetap fmenunggu fhingga 
fpihak f– fpihak ftersebut fhadir. fKemudian fterkait fdengan fhal fini fjiha fmasih 
ftidak fbisa fdihubungi fmelalui fcara fapapun fmaka fdikembalikan fkepada fsikap 
fsetiap fPPAT. fJika fberpaham ftidak fboleh fmelaksanakan fjika ftidak fterdapat 
faturan fyang fmengatur fhal fitu, fselain fitu fjuga ftidak fada fkewajiban funtuk 
fmelakukanya. 11  

Dalam fperkara fPutusan fNomor f53/Pid.B/2017/PN.End fjuga fterdapat 
fsuatu fkejanggalan fdimana fNotaris/PPAT fCLEMENS fNGGOTU,SH. falias 
fCLEMENS, fjuga fdapat fdikatakan fsebagai fturut fmelakukan fsuatu fperbuatan 
fmelawan fhukum. fDalam fperkara fini fNotaris/PPAT fCLEMENS fNGGOTU, fSH. 
falias fCLEMENS fsejak fdari fdokumen fpersyaratan fditerima fsampai fdengan 
fditerbitkannya fakta fhibah, flama fprosesnya f1 f(satu) fminggu. fPadahal 

                                                             
9 Lilik fMulyadi. fSeraut fWajah fPutusan fHakim fdalam fHukum fAcara fPidana fIndonesia 

f(Bandung, fPT fCitra fAditya fBakti, 2006), 129. 
10 Hans fKelsen. fterjemahan fRaisul fMutaqien, fTeori fHukum fMurni (Bandung, 

fNuansa fdan fNusamedia, f2006), 140. 
11 Liliana fTedjosaputro. fTinjauan fMalpraktek fdi fKalangan fNotaris fdan fPejabat 

fPembuat fAkta fTanah fdari fSudut fHukum fPidana (Semarang, fUniversitas fDiponegoro, f1990), 

90. 
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fNotaris/PPAT fCLEMENS fNGGOTU, fSH. falias fCLEMENS fmengetahui fbahwa 
fsampai fdengan fakta fhibah fditerbitkan, fSaksi fSarjan fHaji fHusen ftidak fpernah 
fmendatangi fkantor fNotaris/PPAT fCLEMENS fNGGOTU, fSH. falias fCLEMENS. 
fSedangkan fsertifikat ftanah fyang fdibawa foleh fTerdakwa fdan fSaksi fFOLKES 
fBASTIAN fSABA fsaat fitu fsaat fitu fatas fnama fSaksi fSarjan fHaji fHusen. fBahkan 
fsampai fdengan fterbitnya fakta fhibah, ftidak fada fsurat fkuasa fdari fSarjan fHaji 
fHusen fselaku fpemberi fhibah. fSeharusnya ftidak fbisa fditerbitkan fakta fhibah 
ftersebut, fkarena fSarjan fHaji fHusen ftidak fjgpernah fhadir fdan ftidak fada fsurat 
fkuasa fdari fSarjan fHaji fHusen fsebagai fpemberi fhibah fdan fselaku fpemilik 
fsertifikat ftanah. 

Namun fdalam fperkara fini fKantor fNotaris/PPAT fCLEMENS fNGGOTU, 
fSH. falias fCLEMENS ftidak fmenerima fdakwaan fapapun fdari fMajelis fHakim. 
fSaksi fROSALIA fYO fRIMBA fMBUU falias fROS, fdan fSaksi fREGINA fIWI falias 
fGINA fmenerangkan fbahwa fsekitar fbulan fMaret f2013 fSaksi fFOLKES fBASTIAN 
fSABA fdatang fmembawa fsemua fdokumen fke fKantor fNotaris/PPAT fCLEMENS 
fNGGOTU, fSH., fmembawa fkelengkapan fdokumen, fdan fsetelah fakta fhibah 
fselesai fdibuat fkemudian fSaksi fFOLKES fBASTIAN fSABA fdatang fbersama 
fdengan fTerdakwa fke fKantor fNotaris/PPAT fCLEMENS fNGGOTU, fSH. f fUntuk 
fmengambil fakta fhibah ftersebut fdan fsaksi-saksi ftersebut fjuga fmenerangkan 
fbahwa fdalam fproses fpengurusan fakta fhibah, fSarjan fHaji fHusen ftidak fpernah 
fhadir, fdan fyang fhadir fadalah fSaksi fFOLKES fBASTIAN fSABA fdan fTerdakwa. F 

Berdasarkan fkesesuaian fketerangan fsaksi-saksi, fketerangan fAhli fdan 
fpengakuan fterdakwa fyang fdihubungkan fdengan fbarang fbukti fdalam fperkara 
fini, fmaka fterungkap ffakta-fakta fhukum fdi fpersidangan. fBerita fAcara 
fPemeriksaan fLaboratoris fKriminalistik fBarang fBukti fDokumen 
fNo.Lab:782/DTF/2015 ftertanggal f16 fNovember f2015 fyang fditandatangani foleh 
fKepala fLaboratorium fForensik fCabang fDenpasar fIr.Koesnadi, fM. fSi fpada 
fkesimpulannya fmenyatakan fbahwa f: fQuestioned fTanda fTangan f(QT) fadalah 
fNON fIDENTIK fdengan fKnow fTandatangan f(KT) fatau fdengan fkata flain f9 
f(sembilan) fbuah ftandatangan fatas fnama fSarjan fHaji fHusen fyang fterdapat fpada 
fakta fhibah fNo.91/KS/AN/III/2013 fadalah fmerupakan ftandatangan fyang 
fberbeda. 

Dari frangkaian ffakta fhukum fyang ftelah fdiuraikan fdi fatas fapakah 
fperbuatan fterdakwa fbersama fdengan fSaksi fFOLKES fBASTIAN fSABA f fdengan 
fmembuat f1 f(satu) fbuah fakta fhibah fdengan fnomor f: f01/ES/AH/III/2013 
ftanggal f11 fMaret f2013 funtuk fmengurus fproses fbalik fnama fSertifikat fTanah 
fHak fMilik fNomor f913 fAtas fNama fSARJAN fHAJI fHUSEN fmenjadi f1 f(satu) 
fbuah fSERTIFIKAT fHak fMilik fdengan fNomor: f913, fPropinsi fNusa fTenggara 
fTimur, fKabupaten fEnde, fKecamatan fEnde fSelatan, fKelurahan fMautapaga 
fdengan fpemegang fHak fan. fJUNAIDIN fHAJI fHUSEN fdi fKantor fPertanahan 
fEnde ftersebut fdi fatas fdapat fdikategorikan fsebagai fPerbuatan f“Memalsu fSurat 
f(vervalsen)”. 

Terkait furaian fJaksa fPenuntut fUmum fyang fmana fbahwa fsekalipun 
ftandatangan fSarjan fHaji fHusen fyang ftertera fpada fakta fhibah fNo 
f91/KS/AN/III/2013 ftersebut ftidak fditanda ftangani foleh fterdakwa fJunaidin fHaji 
fHusen, ftetapi fterdakwa fJunaidin fHaji fHusen fturut fserta fmembuat fsurat fpalsu 
fdengan fmenyadari fbetul fbahwa fdalam fpembuatan fakta fhibah ftersebut ftidak 
fmemberitahukan fdan ftidak fmelibatkan fJunaidin fHaji fHusen, ftermasuk fdalam 
fmenggunakan fKTP fDari fSarjan fHaji fHusen, fsehingga fdisadari fbetul foleh 
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fterdakwa fbahwa fproses fpembuatan fakta fhibah ftersebut ftelah fdibuat fsecara 
fkeliru fdan fmenurut falih fDR. fPIUS fBERE, fS.H.,M.HUM fperbuatan fsemcam fitu 
fdikategorikan fturut fserta fmelakukan fperbuatan fmelawan fhukum fyaitu fdalam 
fmembuat fpalsu fakta fhibah.  

Dapat fdipastikan fdalam fmembuat fakta fotentik fdalam fhal fini fakta fhibah, 
fharuslah fsesuai fperaturan fyang fberlaku. fSyarat fsubjek fhukum fdalam fakta 
ftersebut fharus fturut fserta fdalam fpembuataan fdan fatau fmemberikan fsurat 
fkuasa fkepada fpenerima fhibah. fKehadiran fperkumpulan-perkumpulan fyang 
fmenyelesaikan fkegiatan fhalal fdi fhadapan fPPAT fdalam fmembuat fperbuatan 
fbenar fsangat fpenting. fKarena fdengan fadanya fperkumpulan-perkumpulan 
ftersebut, fPPAT fdapat fmengamati fsecara flangsung fperkumpulan-perkumpulan 
ftersebut fbenar-benar fmenandai fdan fmembubuhkan fparaf fakta fyang fdibuatnya 
fpada fhari, fbulan, ftahun, fdan fjam fyang fjuga fdituangkan fdalam fakta ftersebut.12 

Selain fitu, fPPAT fjuga fharus fmeneliti fisi fakta fsebelum fmusyawarah 
funtuk fmenjamin fapakah fisi fakta ftersebut fbenar-benar fsesuai fdengan fyang 
fdiinginkan foleh fpara fpihak. fDalam fkasus fini fdengan ftidak fdilakukannya fhal 
fdiatas foleh fPPAT fsehingga fdiketahui ftandatangan fpemberi fhibah fadalah fpalsu, 
fmaka fakta fhibah fyang fdibuat foleh fPPAT fberubah fmenjadi fakta fhibah fyang 
ftidak fsah fdan fdinyatakan fsebagai fakta fhibah fpalsu. 

Rangkaian fproses fperistiwa fdalam fpembuatan fakta fhibah fpalsu fdan 
fperalihan fhak fatas ftanah fkepada fterdakwa fterdapat fkelalaian fdan 
fketidaktelitian fPPAT fdalam fmembuat fakta fhibah fdan fproses fperalihan fhak 
fatas ftanah fyang fdidaftarkan fke fBadan fPertanahan fNasional. fKelalaian fdan 
fketidaktelitian fPPAT fdalam fmembuat fakta fhibah fyang fmenjadi fdasar fperalihan 
fhak fatas ftanah fmengakibatkan fkerugian fpada fpenggugat. fPertanggungjawaban 
fPPAT fterhadap fkesengajaan, fpengecualian fatau fkemungkinan fkecerobohan 
fdalam fmembuat fakta fhibah fyang fmenyimpang fdari fprasyarat fkonvensional 
fdan fkebutuhan fmateril fdari fmetodologi fpembuatan fakta fPPAT fdan fmerupakan 
fpelanggaran fterhadap fkomitmennya fsebagai fPPAT, fdimana fkomitmen fadalah 
fsesuatu fyang fharus fdilakukan fdan fdengan fasumsi fitu ftidak fdijalankan fdengan 
fbaik fmungkin fakan fdikenakan fsanksi. fPPAT fdapat fdikenakan fsanksi 
fadministratif fberdasarkan fpada fPeraturan fKepala fBadan fPertanahan fNasional 
fRepublik fIndonesia fNomor f1 fTahun f2006 ftentang fKetentuan fPelaksanaan 
fPeraturan fPemerintah fNomor f37 fTahun f1998 ftentang fPengaturan fJabatan 
fPejabat fPembuat fAkta fTanah. F 

Penerapan fsanksi fadministrasi fterhadap fpelanggaran fyang fdilakukan foleh 
fPPAT fsebagaimana fdiatur fdalam fpasal f28 fPeraturan fKepala fBadan fPertanahan 
fNasional fRepublik fIndonesia fNomor f1 fTahun f2006 ftentang fKetentuan 
fPelaksanaan fPeraturan fPemerintah fNomor f37 fTahun f1998 ftentang fPeraturan 
fKedudukan fPejabat fPembuat fAkta fTanah fdapat fberupa fpemberhentian fsecara 
fhormat, fpemberhentian fsecara ftidak fhormat fdan fpemberhentian fsementara.13 

Apabila fprosedur fpembuatan fakta fdapat fdibuktikan ftelah fdisalahgunakan 
foleh fPPAT, fmaka fsanksi fdalam fPasal f6 fayat f(1) fKode fEtik fPPAT fdapat 

                                                             
12 Hasbullah. “Legalitas (keabsahan) Akta Notaris Terhadap RUPS melalui Media 

Telekonferensi.”, Lambung Mangkurat Law Jurnal, Vol. 1 No.1, (2016), 73. 
13 Syamsir, “Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju 

Profesionalisme Notaris.”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kampus Universita Jambi 

Pinang Masak. Vol. 1 No.2, (2019), 84. 
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fdijatuhkan. fPembuktian fakta fhanya fmempunyai fkekuatan fpembuktian fsebagai 
fakta fdi fbawah ftangan. fPeraturan fKedudukan fPembuat fAkta fTanah ftidak 
fmengatur fpengaturan fpidana, fnamun fpelanggaran fyang fdilakukan foleh fPPAT 
fdapat fdiselesaikan fsecara fpidana, fdengan fasumsi fada falasan fyang fdigunakan 
fsebagai falasan funtuk fmenghukum fPPAT.14 

Perbuatan fpidana fmerupakan fperbuatan fyang fdilarang foleh fsuatu faturan 
fhukum, fapabila fmelakukan fpelanggaran fterhadap flarangan fmaka fakan fdiikuti 
foleh fsanksi fsebagai fkesalahan ftertentu. fDalam fmelengkapi fkedudukannya 
fsebagai fPPAT, fperbuatan fsalah fyang fdirencanakan fadalah fperbuatan fsalah 
fyang fdilakukan foleh fPPAT fdalam fkemampuannya fsebagai fpejabat fpublik fyang 
fdisetujui funtuk fmembuat fsuatu fakta fyang fbenar fyang fdiperintahkan foleh 
fundang-undang, fbukan fbatas fperseorangan fatau fperseorangan fPPAT fsebagai 
fsubjek fhukum. 

Tindak fpidana fyang fdilakukan foleh fPPAT fdapat fdikenakan fpidana 
fpenyertaan fpemalsuan fakta fsebagaimana fdiatur fdalam fPasal f55 fayat f(1) fangka 
f1 fyang fmengatur ftentang fmengenai fpidana fpenyertaan, fseseorang fdapat 
fdipidana fsebagai fpelaku ftindak fpidana, fyaitu fbagi: f“orang fyang fmelaksanakan, 
fsiapa fyang fmeminta funtuk fdilakukan, fdan fsiapa fyang fikut fserta fdalam 
fmelaksanakan fhal ftersebut”. 

Sertipikat fhak fatas ftanah fakan fdiberikan fkepada fsiapa fpun fyang fdapat 
fmembuktikan falas fhak ftanahnya fbenar. fHubungan fhukum forang fdengan ftanah 
ftidak fterdaftar fdisebut fdengan falas fhak. fTidak fada fhak fatas ftanah fjika ftidak 
fada falas fhak. fAtas fhak fmembukukan fhubungan fhukum, fmembuktikan fhak 
fkeperdataan, fmembuktikan fkepemilikan forang fatas ftanah fatau fdasar fperolehan 
ftanah. f fDalam fhal fini fPPAT fmenjadikan fakta fhibah fpalsu fmenjadi falas fhak 
funtuk fdibuatkannya fakta fjual fbeli. fDimana fPPAT fyang fjuga fsebagai 
fmenerbitkan fakta fhibah ftersebut ftidak fmelakukan fmitigasi fsesuai ffungsi 
fmereka fsebagai fpejabat fumum fyang fberwenang fmembuat fakta fotentik.15 

Pejabat fPembuat fAkta fTanah, fselain fberperan fdalam fpendaftaran ftanah 
fPPAT, fjuga fberperan fdalam fmembatasi fpersoalan fmasalah fPPAT fsebagai fbadan 
fpublik fyang fdisahkan funtuk fmembuat fakta fpemindahan fhak fatas ftanah, ftugas 
fhak fistimewa fatas ftanah, fdan fakta-akta flain fyang fdiatur foleh fundang-undang 
fdan fpedoman fmateril fserta fmembantu fpimpinan fkantor fpertanahan fdalam 
fmenyelesaikan fpendaftaran ftanah fjelas fharus fmemperhatikan fstandar. 
fketerampilan fyang fdipoles fdan faturan fkewajaran fserta fberhati-ati, fsehingga 
fakta fyang fdibuat fbernilai funtuk fpembuktian.di fmasa fmendatang. 

Standar fkehati-hatian fatau fbertindak fcermat fdiatur fdalam fPeraturan 
fPemerintah fNomor f37 fTahun f1998 ftentang fpedoman fkedudukan fPPAT, 
fterdapat fpengaturan fyang fmengajarkan fPPAT funtuk fmenerapkan faturan 
fpersiapan fdalam fmenyelesaikan fkewajibannya, fkhususnya fdalam fpasal f22 fyang 
fmenyatakan fbahwa: f“Akta fPPAT fharus fdiperiksa/diungkapkan fkepada fpihak-

                                                             
14 Muhammad Farid Alwajdi. “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung 

Kemudahan Berusaha Di Indonesia.”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020), 61 
15 Gunanegara. fHukum fPidana fAgraria, fLogika fHukum fPemberian fHak fAtas fTanah 

fdan fAncaman fHukum fPidana (Jakarta: fTatanusa, f2017), 23. 
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pihak fyang fbermitra fdengan fdisaksikan foleh fsekurang-kurangnya f2 forang fsaksi 
fsebelum fsegera fditandai fdengan fpertemuan-pertemuan, fsaksi-saksi fdan fPPAT. 16 

Dalam f f fproses f f fperalihan f f fhak, ftidak fada fpersetujuan fbersama, fdan 
fsecara fdiam-diam ftetap fdilakukan fdapat fdikategorikan fsebagai fperbuatan 
fpidana fpenggelapan, fapabila fSi fA fsecara fsepihak fmengganti fnama fSi fB 
fdidalam fdokumen fitu. fPendapat f fahli, f ftentang f fperbuatan f fSi fA f fsecara 
fsepihak fmengganti fnama fSi fB fdalam fdokumen, fmaka fperbuatan fSi fA fdapat 
fdikatakan fsengaja fkarena fSi fA fdalam fkeadaan fsadar fmelakukan fperistiwa 
ftersebut. fPerbuatan fmelawan fhukum fkarena fprosesnya ftidak fsesuai fdengan 
faturan fhukum fyang fberlaku. fApabila fSi fB ftidak fpernah fmemberikan fdokumen 
fatau fmengalihkan fitu fkepada fSi fA, fbagaimana fpendapat fahli, fada 
fkemungkinan fbisa fterjadi fpemalsuan fdokumen. 

Di fatas fmerupakan fpertimbangan-pertimbangan fhakim fyang fdilakukan 
fsebagai fdasar fpembuatan famar fputusan. fYang fdi flakukan fPPAT fdalam 
fmelakukan fproses fperalihan fhak fatas ftanah fsudah fbenar fkarena fpengajuan fke 
fKementerian fAgraria fdan fTata fRuang/Badan fPertanahan fNasional fdan 
fmelengkapi fbeberapa fpersyaratan funtuk fdapat fdilakukan fproses fperalihan fhak 
fatas ftanah. fHasil fdari fproses fperalihan fhak fatas ftanah ftersebut fberupa 
fsertipikat fyang fatas fnamanya fsudah fberganti fdari fpemegang fhak fatas ftanah 
fsebelumnya fmenjadi fatas fnama fterdakwa. fPertimbangan fhukum fdalam fputusan 
ftersebut fdapat fdiketahui fbahwa fperalihan fhak fatas ftanah fdilakukan fsecara 
fdiam-diam fdan fsepihak. fHal fini fdapat fdiketahui fkarena fpemegang fhak 
fsebelumnya ftidak ftahu fmenahu fmengenai fperalihan fhak fatas ftanah ftersebut. 
fSyarat fyang fdiberikan foleh fterdakwa fyang fbertujuan fmelengkapi fproses 
fperalihan fhak fatas ftanah fmenggunakan fakta fhibah fyang fpalsu. fSehingga fhal 
fini ftidak fdibenarkan fdan fmemiliki funsur fmerugikan forang flain.17 

Berdasarkan fhal-hal fyang fdiuraikan fdiatas, fseharusnya fmenurut fMejelis 
fHakim fPejabat fPembuat fAkta fTanah f(PPAT) fjuga fmerupakan fsalah fsatu fsubjek 
fhukum fpidana fyang fturut fserta fmelakukan fperbuatan fmelawan fhukum, fyang 
fkepadanya fdapat fdimintai fpertanggungjawaban fpidana fatas fkesalahan fyang 
fdilakukannya, fsehingga fdengan fdemikian funsur fbarang fsiapa fini ftelah 
fterpenuhi. fpertanggungjawaban fpada fPPAT, fkarena fPPAT fyang fmembuat fdan 
fpara fpihak fbaik fpemberi fmaupun fpenerima fhibah fwajib fhukumnya funtuk 
fdatang fdan fmenadatangani fdihadapan fnotaris f(PPAT), foleh fkarenanya fketika 
fdiketahui ftandatangan fpemberi fhibah ftidak fdilakukan foleh fpemberi fhibah 
fsendiri fSarjan fHaji fHusen fseharusnya fPPAT fjuga fmenjadi fsubjek fhukum 
fpidana, fkarena fbagaimana fmungkin fPPAT fmenerbitkan fakta fhibah ftampa 
fhadirnya fpara fpihak, fsementara fhukunya fwajib fpara fpihak fharus fdatang 
fdihadapan fnotaris f(PPAT).18 

                                                             
16 Boedi fHarsono. fHukum fAgraria fIndonesia, fSejarah fPembentukan fUndang-Undang 

fPokok fAgraria, fIsi fDan fPelaksanaannya, fJilid fI, fEdisi fRevisi, fCetakan fKesebelas (Jakarta: 
fDjambatan, f2007), 72. 

17 Kadek Setiadewi, ”Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary  Sebagai Akta 
Otentik.”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No  1, (Februari 
2020), 81. 

18 Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam 
Pelaksanaan Pembuatan  Akta Koperasi.”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, (Desember 2017), 12. 
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Selanjutnya, f“penyertaan” fsebagaimana fdimaksud fdalam fPasal f55 fayat 
f(1) f1 fKUHP fyang fkemudian fdihubungkan fdengan fPasal f266 fayat f(1) fKUHP, 
fjuga fsulit funtuk fmenunjukkan fkerjasama fNotaris fdalam fperbuatan fpidana, 
fmengklasifikasikan f“pelaku ftindak fpidana” fyaitu fmereka fyang fmelakukan, 
fyang fmenyuruh fmelakukan fdan fyang fikut fserta fmelakukan ftindak fpidana. fJadi 
fdengan fasumsi fNotaris fdipersalahkan fsebagai fpelaku f“penyertaan” fyang 
fdihubungkan fdengan fPasal f266 fayat f(1) fKUHP, fmaka fdapat fdikontruksikan 
fbahwa fPPAT ftersebut fjuga ftermasuk fkategori fpelaku fkarena ftelah f“ikut fserta 
fmenempatkan fketerangan fpalsu fke fdalam fsuatu fakta fotentik”. 19 

PPAT fatas fkeadaan fini ftidak fmenyadari fbahwa farsip fyang fdibawa foleh 
fTergugat fadalah farsip fpalsu. fKarena fdianggap fbahwa fTerdakwa fdatang fke 
fPPAT funtuk fmembuat fakta, fdan fdipandang fsebagai fpengertian foleh fkedua 
fpelaku funtuk fdikenang fatas fakta ftersebut. fDengan fdemikian, forang-orang fyang 
fdianggap ftelah fmenetapkan fdata fpalsu fatas fakta fyang fmereka fperlukan 
fbersama-sama fhanyalah fTergugat, fkarena fdianggap fdata-data fyang fterdapat 
fdalam fakta ftersebut fmerupakan fkesepakatan fantara fkedua fbelah fpihak.20  

Untuk fbertanggung fjawab fsecara fpidana, fseorang fPPAT fharus fmemenuhi 
fkomponen-komponen fyang fmenyertainya: fmelakukan fkesalahan; fbisa fmampu; 
fsengaja fatau fsembarangan; fdan ftidak fada falasan fyang fnyata. fUndang-undang 
fMahkamah fAgung f(Putusan fMahkamah fAgung fNo. f702 fK/Sip/1973, ftanggal f5 
fSeptember f1973) fmenyatakan: fKewenangan fPPAT fhanya fmencatat/mencatat fapa 
fyang fdiinginkan fdan fdiungkapkan foleh fperkumpulan-perkumpulan fyang fhadir 
fdihadapan fPPAT. fTidak fada fkomitmen fbagi fPPAT funtuk fbenar-benar 
fmendalami fsegala fsesuatu fyang fdiajukan foleh fpenghadap fdi fhadapan fNotaris. 

Dalam fhal fini fPPAT ftidak fdapat fdipertanggungjawabkan fsecara fpidana 
fkarena fmembuat fakta fpartai f(partijn fakten) fyang fdidasarkan fpada fdata fpalsu, 
fdan fdalam fhal fini ftuntutan fJaksa fPenuntut fUmum fdakwaannya fhanya 
fmengenai ftandatangan fpalsu fdalam fpengajuan fpembuatan fakta fhibah fyang 
fmelawan fhukum fbukan fmengenai fakta fhibah fyang fdibuat foleh fPPAT. fPPAT 
funtuk fkeadaan fini ftidak fdapat fmemenuhi fdefinisi fkomponen fkesalahan 
fpemalsuan fdalam fPasal f266 fayat f(1) fterkait fdengan fPasal f55 fayat f(1) fKUHP. 
fMeskipun fdemikian, fPPAT fdapat fdianggap fbertanggung fjawab fsecara fpidana 
fatas fakta frelaas fatau fakta fdinas fjika fPPAT fdengan fsengaja fatau fceroboh 
fmembuat fakta fpalsu fsehingga fmerugikan fpara fpihak. fDalam fPeraturan 
fPemerintah fNomor f37 fTahun f1998 fsebagaimana ftelah fdiperbarui fdengan 
fPeraturan fPemerintah fNomor f24 fTahun f2016 ftentang fPeraturan fPejabat 
fPembuat fAkta fTanah, ftidak fdiatur fmengenai fsanksi fbagi fPPAT fyang 
fmelanggar flarangan fjabatan, fsehingga fselama fini fpelanggaran fyang fdilakukan 
fPPAT fhanya fditindak fberdasarkan fkode fetik fPPAT fyang fsanksinya fhanya 
fsebatas fkonsekuensi fsebagai fanggota forganisasi fIkatan fPPAT f(IPPAT). 

 
 
 

                                                             
19 Harsono, “Gambaran fTrans fDisosiatif fPada fMahasiswi.”, fJournal of Social and 

Industrial Psychology, Vol 1, No 2, (2012), 59. 
20 Ayu Ningsih, Faisal, Adwani. “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa 

Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum.”, JIKH, Vol. 13 No. 2, (Juli 2019), 

32. 
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4 Kesimpulan 
Tidak fada fpenandatanganan fakta ftersebut fdi fluar ftanggal fpada fwaktu 

fdibacakan fatau fdijelaskan fakta fhibah ftersebut. fDengan fadanya fperaturan 
ftersebut fmemiliki farti fimplisit fharus fadanya fkehadiran fpara fsubjek fyang 
fmenandatangani fakta fhibah ftersebut. f fApabila fpemegang fhak fatas ftanah 
fsebelumnya ftidak fhadir fmaka fakta ftersebut fdapat fdikatakan ftidak fsah. 
fBerdasarkan fPutusan fNomor f53/Pid.B/2017/PN.End fmaka fkepastian fhukum 
fkepada fpemegang fhak fatas fperalihan ftanah fyang fdibuat foleh fPPAT ftanpa 
fkehadiran fkedua fbelah fpihak, fberupa ftidak fsahnya fakta fhibah ftersebut fatau 
fdapat fdikatakan fakta fpalsu fsehingga fpemegang fhak fatas ftanah ftersebut ftetap 
ftidak fberalih, fmaka fhak fpemegang ftanah fsebelumnya ftidak fjadi fhilang. 

Perjanjian fini ftidak fterdapat fkesepakatan fmengenai fperalihan fhak fatas 
ftanah. fDalam fperkara fini, fPPAT ftidak fdapat fdimintai fpertanggungjawaban 
fpidana fterkait fdengan fpembuatan fakta fpihak f(partijn fakten) fyang fdidasarkan 
fpada fketerangan fpalsu, fdan ftidak fdapat fmemenuhi frumusan funsur ftindak 
fpidana fpemalsuan. 
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